
 

 

 

 

 

 

BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 51 TAHUN 2013  

TENTANG 

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja 
dan potensi pajak bumi dan bangunan serta memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak untuk memperoleh 
pengurangan pajak bumi dan bangunan, Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk 

mengatur pemberian pengurangan pajak bumi dan 
bangunan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Banyuwangi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara 4189); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 
tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan 

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Banyuwangi; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

(PBB P2) KABUPATEN BANYUWANGI. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Banyuwangi. 

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi. 
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6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru atau NJOP pengganti. 

8. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 
bawahnya. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Objek Pajak adalah objek pajak bumi dan bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan kecuali objek pajak sektor perkebunan, 
kehutanan, dan pertambangan. 

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil 
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib 

pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai 

jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan 
NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Perdesaan dan 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah 
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya 

PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib 
pajak. 

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.    

16. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau 
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 

surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-udangan perpajakan. 

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum 
daerah berdasarkan surat perintah membayar. 
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18. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati 

sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran 
PBB Perdesaan dan Perkotaan.  

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

20. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh 
Bupati untuk menkoordinasikan, menerima dan menata-

usahakan setoran penerimaan PBB Perdesaan Dan 
Perkotaan. 

21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati 

untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan 
PBB Perdesaan Dan Perkotaan. 

22. Petugas penilai PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah staf 
atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau 
Bupati untuk melakukan penilaian objek PBB. 

23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun  pajak,  atau 

dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD 
PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD 

PBB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau pengenaan sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, 
SKPD, SKPDLB, STPD atau Surat Keputusan Keberatan. 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

28. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang terutang. 
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BAB II 

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 

Pasal 2 

(1)  Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak: 

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada 

hubungannya dengan subjek pajak dan/atau  karena 
sebab-sebab tertentu lainnya; 

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau 

sebab lain yang luar biasa. 

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya 
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab 

tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a untuk: 

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 

1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi 
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela 

kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, 
atau janda/dudanya; 

2) objek pajak  berupa lahan pertanian/ perkebunan/ 
perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat 
terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi 

berpenghasilan rendah; 

3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi 
yang penghasilannya semata-mata berasal dari 

pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit 
dipenuhi; 

4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi 
yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban 
PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau 

5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi 
yang berpenghasilan rendah yang  Nilai Jual Objek 

Pajak permeter perseginya meningkat akibat 
perubahan lingkungan dan dampak positif 
pembangunan; 

b. Wajib Pajak badan meliputi: 

objek pajak yang Wajib  Pajak-nya adalah Wajib Pajak 
badan yang mengalami kerugian dan kesulitan 

likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga 
tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. 

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 

lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit 
tanaman, dan/atau wabah hama tanaman. 
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Pasal 3 

(1) Pengurangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 diberikan 
kepada Wajib Pajak atas PBB yang   terutang yang 
tercantum dalam SPPT dan/atau SKP PBB; 

(2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak 

ditambah dengan denda administrasi; 

(3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan 

denda administrasi. 

 

Pasal 4 

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
diberikan: 

a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang 
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1); 

b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), 
angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; 
atau; 

c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang 
terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau 
sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4). 

 

Pasal 5 

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat 
diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara: 

a. Perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum 
dalam SKP PBB, atau; 

b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang 

yang tercantum dalam SPPT. 

(3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan: 

a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

angka 1)  dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau 

b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal: 

1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang 

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah); 
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2) Kondisi tertentu, sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau 
angka 5), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau 

3) Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang paling 

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  

 

Pasal 6 

(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara 
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan: 

a. 1 (satu) Permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB; 

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 

mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang 
dimohon disertai alasan yang jelas;  

c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan; 

d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan 
Pengurangan; 

e. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan 
dalam hal Surat Permohonan ditanda tangani oleh bukan 
Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut: 

1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat 
Kuasa Khusus, untuk: 

a) Wajib Pajak Badan; atau  

b) Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB yang 
terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta 

rupiah); 

2) Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat 
Kuasa, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PBB 

yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua 
juta rupiah). 

f. Diajukan dalam jangka waktu: 

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 

2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP 

PBB;  

3. 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya Surat 
Keputusan Keberatan PBB; 

4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 
bencana alam; atau 

5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab 
lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak 

dapat dipenuhi karena keadaan diluar Kekuasaannya. 

g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya 

atas Objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali 
dalam hal Objek pajak terkena bencana alam atau sebab 
lain yang luar biasa; dan  
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h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang 

dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan 
keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan 
dan atas Surat Keputusan Keberatan di maksud tidak 

diajukan banding. 

(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a harus 
memenuhi persyaratan: 

a. 1 (satu) Permohonan untuk beberapa Objek Pajak dengan 

tahun Pajak yang sama; 

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang 

dimohon disertai alasan yang jelas; 

c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui 

Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) 
setempat atau Pengurus Organisasi lainnya; 

d. Diajukan paling lambat tanggal 10 januari tahun Pajak 

yang bersangkutan; dan 

e. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya 

atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan. 

(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b harus 

memenuhi persyaratan: 

a. 1 (satu) Permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak 
yang sama; 

b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang 

dimohon disertai alasan yang jelas; 

c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan  melalui:  

1) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) 

setempat atau Pengurus Organisasi terkait untuk 
Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (3) huruf b angka (1); atau 

2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk Pengajuan 
Permohonan dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat 3 huruf b angka 3. 

d. Dilampiri fotocopy SPPT yang dimohonkan Pengurangan; 

e. Diajukan dalam jangka waktu: 

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 

2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya 

bencana alam; atau 

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab 
lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak 

melalui Pengurus LVRI setempat, Pengurus Organisasi 
terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat 

menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya; 
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f. Tidak memiliki Tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya 

atas Objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali 
dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab 
lain yang luar biasa; dan 

g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan 
Pengurangan. 

 

Pasal 7 

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga 
tidak dapat di pertimbangkan. 

(2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak 
memenuhi: 

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) 
huruf a dan persyaratan sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 6 ayat (2); atau 

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) 
huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 6 ayat (3),Dianggap bukan sebagai permohonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal Permohonan Pengurangan tidak dapat 

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dalam 
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

tanggal permohonan tersebut diterima, harus 
memberitahukannya secara tertulis disertai alasan yang 

mendasari kepada: 

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan 
diajukan secara perseorangan; atau 

b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait 
lainnya, atau Kepada Kepala Desa/Lurah setempat dalam 

hal permohonan diajukan secara kolektif. 

(4) Dalam hal Permohonan Pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 

ayat (2), Wajib pajak masih dapat mengajukan Permohonan 
Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau 

ayat (3). 

 

Pasal 8 

(1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang 
memberikan keputusan atas Permohonan Pengurangan  

dalam hal PBB yang terutang paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  

(2) Bupati  berwenang memberikan keputusan atas Permohonan 
Pengurangan dalam hal PBB yang terutang diatas 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).   
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                                            Pasal 9 

(1) Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dapat 
berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau 
menolak permohonan Wajib Pajak. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan pada hasil penelitian. 

(3) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang 

sama. 

 

Pasal 10 

(1) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan 

Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas 
Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal8 ayat (1), kecuali dalam hal Permohonan Pengurangan 

secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 
huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT 

diterbitkan. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan 
terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan 

Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas 
Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 ayat (2). 

(3) Tanggal diterimanya Permohonan Pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu: 

a. Tanggal terima surat Permohonan Pengurangan dalam hal 
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya kepada Petugas Tempat Pelayanan) atau 

petugas yang ditunjuk; atau 

b. Tanggal tanda pengiriman Surat Permohonan 

Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan 
bukti pengiriman surat. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) telah melampui dan keputusan belum 
diterbitkan, Permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, 
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan Permohonan Wajib 

Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir. 

(5) Dalam hal besarnya Persentase Pengurangan yang diajukan 
Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 

besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling 
tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

4. 
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Pasal 11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Permohonan Pengurangan diatur dengan 
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan atau Standar Operating 

System. 
 

BABIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal   31 Desember 2013 

 
BUPATI BANYUWANGI, 

 
 

Ttd. 

 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 

 
Diundangkan di Banyuwangi 

Pada tanggal  31 Desember 2013 
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BANYUWANGI, 
 

 
Ttd. 

 

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. 
Pembina Utama Madya 
NIP 19561008 198409 1 001 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 51 

 


